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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam

sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan
XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;
melawan
XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 23

Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 17 Maret 2019 di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXX/29/111/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 18 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun
XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur dan telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang
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keturunan Muhammad Fahri Al Farughy, laki-laki, tempat/tanggal lahir :

Selong, 28 Januari 2022 (ikut Tergugat);

3. Bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

e Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan tindak

kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat

e Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

e Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya

pada bulan Mei 2023, yang berakibat Penggugat diserahkan kepada

keluarga Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Selong cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203084902990003 tanggal 15
Juni 2022 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX/29/11l/2019 Tanggal 18
Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak tiri Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Seimbang, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten
Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sebagai Kakek Penggugat dari Penggugat;

— Bahwa, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik dan rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi harmonis;

— Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;

— Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan

Penggugat dan Tergugat;
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— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana Pasal 149 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun XXX6 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun XXX9, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
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Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang secara
prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, telah bermeterai cukup,
telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan
dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan
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harmonis;

3. Bahwa tidak pernah dijumpai adanya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga
sekarang;

5. Bahwa tidak diketahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah
tempa tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jis Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang
menyatakan bahwa: “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka
1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau
telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga
berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT," maka Majelis hakim berpendapat
bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-daliinya serta belum
memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya serta belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut
patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas
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nama Penggugat, Nomor 83/KPA.W22-A3/HK2.6/1/2024 tanggal 23 Januari
2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan
berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama
Selong tanggal 23 Januari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong Tahun Anggaran
2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
Menolak gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Selong tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Syaban 1445 Hijriyah, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy
sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus
Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadimya Tergugat.

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. Fauzi Prihastama, S.Sy

Panitera Pengganti

Agus Rahmatullah, S.H.|
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